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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yang berhubungan dengan
hak asuh anak, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor
291/Pdt.G/2013/PA.Pkc., adalah Paraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2008  Pasal 2 Ayat (3) dan 4 jo Pasal 154 R.Bg., jo Pasal 82
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor
9  Tahun 1975 . Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa selama perkara belum
diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
Adapun Pasal  19 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
116 Kompilasi Hukum Islam adalah mengenai alasan-alasan dapat terjadinya
perceraian. Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, jo Pasal 4, 5, 6, 7 Ayat (1), adalah membahas tentang sahnya
Perkawinan dan pencatatan Perkawinan. Pasal 39 Ayat (2) Pasal 41 (a), Pasal 45
Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 Kompilasi
Hukum Islam adalah perceraian bisa terjadi karena ketidak rukunan kedua belah
pihak,  kewajiban terhadap anak, dan tentang pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz.
2. Putusan majelis Hakim yang tidak sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam, karena majelis Hakim berpandangan demi kepentingan
perkembangan anak untuk masa yanag akan datang. Dalam melakukan  terobosan
hukum, majelis Hakim berpedoman kepada pendapat jumhur ulama yang
berpendapat bahwa batas mumayyiz seorang anak itu adalah 7 tahun.
B. Saran
Dari analisis dan penjelasan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai
berikut :
1. Dalam memutuskan suatu perkara, hendaknya Majelis Hakim tidak hanya
berpijak kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam saja, akan tetapi menggali pendapat Jumhur Ulama
sebagai bahan rujukan. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara
hendaknya memperhatikan rasa keadilan, dan kemanfaatan Hukum tanpa
menyampingkan kepastian Hukum, agar kemaslahatan dan keadilan dapat
dirasakan oleh pihak yang berperkara.
2. Hakim yang menangani sengketa tentang hak asuh anak  dalam pertimbangan
hukum henknya mengutamakan kepentingan anak yaitu dengan
memperhatikan faktor-faktor disekeliling anak diantaranya termasuk
kenyaman anak untuk bertempat tinggal. Kegunaan bagi anak agar perceraian
kedua orang tuanya tidak megganggu tumbuh kembang anak di masa depan.
